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ABSTRAK
Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Mengubah Norma Hukum Undang
— Undang Melalui Judicial Review
BINTANG FAJAR ANOM

Penelitian ini mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam
mengubah norma hukum undang-undang melalui mekanisme judicial review.
Mahkamah Konstitusi diberikan amanat konstitusional untuk menguji kesesuaian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Dalam praktiknya, putusan Mahkamah Konstitusi seringkali tidak hanya
membatalkan suatu norma, tetapi juga memberikan penafsiran baru atau bahkan
mengubah substansi norma yang diuji. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai
batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi, apakah perubahan norma yang dilakukan
masih berada dalam koridor fungsi pengujian konstitusionalitas atau telah memasuki
wilayah pembentuk undang-undang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-
normatif dengan menganalisis putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan
dan doktrin hukum tata negara. Hasil penelitian putusan MK memiliki sifat final dan
mengikat (erga omnes), sehingga secara langsung mempengaruhi keberlakuan dan
interpretasi  norma undang-undang. Perubahan norma dapat terjadi melalui
pembatalan seluruh atau sebagian pasal/ayat, atau melalui interpretasi konstitusional
bersyarat yang menentukan makna konstitusional dari suatu norma. Peran ini
menempatkan MK sebagai aktor penting dalam evolusi hukum di Indonesia,
menjamin supremasi konstitusi, dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara,
sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Perubahan Norma
Hukum, Undang-Undang, Konstitusi.
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ABSTRACT
The Constitutional Court’s Authority in Modifying Legal Norms in Laws
Through Judicial Review

BINTANG FAJAR ANOM

This research examines the authority of the Constitutional Court of the Republic of
Indonesia to modify legal norms in legislation through the judicial review
mechanism. The Constitutional Court is constitutionally mandated to assess the
conformity of laws with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In
practice, the Court's decisions often go beyond merely annulling norms; they may
also introduce new interpretations or even alter the substance of the reviewed norms.
This raises questions about the limits of the Court’s authority—whether such
modifications remain within the scope of constitutional review or encroach upon the
domain of the legislative body. This study employs a normative-juridical approach by
analyzing relevant Constitutional Court rulings and constitutional law doctrines. The
findings show that Constitutional Court decisions are final and binding (erga omnes),
thus directly influencing the validity and interpretation of legal norms. Changes to
norms may occur through the annulment of an entire or partial article/paragraph, or
through conditionally constitutional interpretations that define the constitutional
meaning of a provision. This role places the Constitutional Court as a key actor in the
evolution of law in Indonesia, ensuring constitutional supremacy, protecting citizens'
constitutional rights, and maintaining the balance of power among state institutions.

Keywords: Constitutional Court, Judicial Review, Legal Norm Modification,
Law, Constitution.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkembangan penting dalam sistem pemerintahan
Indonesia setelah rezim Orde Baru adalah adanya Mahkamah
Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi didirikan karena adanya
Amandemen ketiga (2001) dan keempat (2002) UUD 1945.
Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi
adalah salah satu lembaga kehakiman bersama Mahkamah Agung dan
badan peradilan lainnya dalam lingkungan peradilan umum, agama,
militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk
mengawasi dan melindungi konstitusi sebagai hukum tertinggi agar
benar-benar diterapkan dalam pemerintahan sesuai dengan prinsip-
prinsip negara hukum modern, di mana hukum menjadi faktor
penentu bagi keseluruhan dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan

politik di suatu negara’.

Mahkamah Konstitusi memiliki landasan Undang-Undang yaitu
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011
tentang Perubahan Atas Undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor

24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, diatur

' Ja > Far Baehagqi et al., “Perspektif Penegakan Hukum Progresif Dalam Judicial Review
Di Mahkamah Konstitusi,” n.d., http://www.pemantauperadilan.com.



kembali dalam UU No. 7 tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga
atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Perubahan ini merupakan yang ketiga kalinya terhadap UU No. 24
Tahun 2003 dan diadakan karena ada beberapa ketentuan yang sudah
tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat
serta dinamika kehidupan bernegara. UU No. 7 Tahun 2020 ini
mencakup perubahan mengenai pemilihan Ketua dan Wakil Ketua
Mahkamah Konstitusi, syarat untuk menjadi hakim konstitusi, proses
pemberhentian hakim konstitusi, serta batas usia pensiun bagi hakim

konstitusi.?

Dalam melaksanakan tugasnya, hakim Mahkamah Konstitusi juga
bisa melakukan kesalahan, mengingat bahwa hakim merupakan manusia
biasa yang tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi kelalaian
dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, hakim Mahkamah
Konstitusi sering menghadapi hambatan dalam membahas rancangan
undang-undang, salah satunya disebabkan oleh kurangnya dokumentasi
yang memadai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang berdampak

pada kurang optimalnya proses pengambilan keputusan.’

> Nofia Sandira Potu, Donald A. Rumokoy, and Carlo A. Gerungan, “TINJAUAN
YURIDIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MELAKSANAKAN HAK
MENGUJI UNDANG- UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Lex Administratum, wvol. IX, 2021,
https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-7-2020-.
% Welda Aulia Putri, “Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia,” Jurnal
Demokrasi Dan Ketahanan Nasional 1, no. Uud 1945 (2022): 671-80.



Mahkamah Konstitusi di Indonesia memiliki peran yang
sangat penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai
lembaga yang mengeluarkan produk hukum berupa putusan,
Mahkamah Konstitusi seringkali menjadi solusi atas masalah yang
muncul di masyarakat. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah
Konstitusi memberikan jawaban atas permasalahan yang dianggap
bertentangan dengan konstitusi. Keputusan ini bersifat final dan
mengikat, yang artinya berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia dan

wajib dipatuhi.

Berdasarkan Pasal 24C Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar
1945 (UUD 1945) yang diubah pada tahun 2001, Mahkamah Konstitusi
didirikan sebagai lembaga negara untuk menyelesaikan masalah
ketatanegaraan yang muncul. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi
berfungsi sebagai alat pengawasan (check and balance) untuk memastikan
pelaksanaan konstitusi di Indonesia berjalan dengan baik. Fungsi ini juga
diperkuat oleh Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa Mahkamah
Konstitusi bertujuan untuk menyelesaikan persoalan dalam bidang
ketatanegaraan demi menjaga konstitusi serta memungkinkan adanya
koreksi terhadap kinerja antar lembaga negara.* Secara lebih rinci,
menurut Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi

memiliki kewenangan yang mencakup pengambilan keputusan dalam

* Ibid.



sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945.
Dalam hal pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi berperan penting
dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu, menjaga integritas pemilu,
dan memperkuat sistem demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga
berwenang untuk menangani perselisinan mengenai pembubaran partai
politik, serta memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum

dan konstitusi.’

Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam UUD
1945 adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
1945 (judicial review). Dalam proses pengujian ini, Mahkamah
Konstitusi membandingkan isi pasal, ayat, maupun keseluruhan pasal
dari undang-undang yang diuji dengan ketentuan yang ada dalam
UUD 1945. Mahkamah Konstitusi, yang juga dikenal sebagai
"penjaga konstitusi dan satu-satunya lembaga yang menafsirkan
konstitusi,” disebut penjaga konstitusi karena memiliki kewenangan
untuk menentukan apakah suatu undang-undang sesuai dengan
konstitusi atau tidak. Mahkamah Konstitusi juga dianggap sebagai
satu-satunya lembaga yang dapat menafsirkan konstitusi karena
kewenangan  judicial  review memberi  wewenang  tersebut.
Kewenangan untuk menafsirkan konstitusi muncul dari pemahaman
bahwa tanpa kewenangan untuk menafsirkan dan memberi makna

terhadap konstitusi, pengujian terhadap undang-undang tidak akan

® Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, “Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024
Nama: Elva Imeldatur,” no. 1 (2024): 100-131.



dapat dilakukan dengan tepat. Dengan demikian, kewenangan untuk
menafsirkan konstitusi ini juga merupakan hasil dari sebuah proses

penafsiran.’

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan judicial
review yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-
Undang tentang Mahkamah Konstitusi masih memiliki kelemahan.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada pengujian
terhadap suatu undang-undang, tanpa mencakup tindakan pencegahan

terhadap undang-undang yang dinilai inkonstitusional.’

Terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang
melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945
melalui judicial review, kewenangan judicial review ini bersifat
represif, bukan preventif. Oleh karena itu, kewenangan MK saat ini
terbatas hanya pada pengujian undang-undang yang sudah disahkan
dan diundangkan. Dengan demikian, MK hanya dapat melaksanakan
judicial review terhadap undang-undang yang telah disahkan dan
diumumkan, serta harus ada pihak yang merasa hak konstitusionalnya

dirugikan.?

® Ika Kurniawati and Lusy Liany, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative
Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 7945,” ADIL:
Jurnal Hukum 10, no. 1 (2019), https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068.
” Indra Wicaksono “Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan
Hukum Ngasional Dengan Model,” n.d., 91-116.
Ibid.



Dalam putusan judicial review, Mahkamah Konstitusi tidak
langsung merubah teks Undang - Undang, namun dalam beberapa
situasi, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsiran yang
berbeda atas norma yang terdapat dalam Undang - undang tersebut,
yang dapat mempengaruhi cara norma itu diterapkan oleh pihak
berwenang dan masyarakat. Oleh karena itu dalam beberapa hal,
keputusan Mahkamah Konstitusi bisa memiliki dampak besar
terhadap perubahan norma hukum meskipun secara formal tidak

melakukan perubahan atas teks undang - undang tersebut.’

Sejumlah pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjelang pelaksanaan
pesta demokrasi pada Februari 2024 telah memicu berbagai perdebatan
dan kontroversi di tengah masyarakat. Sebagai lembaga yang bertugas
menjaga konstitusi dalam sistem ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi
seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi
serta menjamin hak-hak konstitusional seluruh warga negara. Dalam
perkembangan terakhir, Mahkamah Konstitusi telah menangani beberapa
permohonan uji materi, termasuk yang terkait dengan Pasal 169 huruf g
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai batas usia minimum

untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.*

Pers.

¥ Muhammad, A. R. (2020). Hukum Konstitusi Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali

1 Rohmah and TImiyah, “Jurnal Hukum XIII/No.1/Juni 2024 Nama: Elva Imeldatur.”



Awalnya, dalam Perkara No. 29/PUU-XX1/2023 dan No. 51/PUU-
XXI1/2023, para pemohon mengajukan permintaan agar batas usia
pencalonan dikembalikan ke 35 tahun, seperti yang tercantum dalam
undang-undang pemilu presiden sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa
Pasal 169 huruf g bersifat diskriminatif, tidak didukung oleh bukti ilmiah,
dan bertentangan dengan semangat awal pembentukan UUD 1945.
Meskipun argumentasi tersebut mengandung sejumlah keberatan yang
cukup substansial, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk
menolak permohonan tersebut. Namun, kontroversi muncul dengan
terbitnya Putusan No. 90/PUU-XXI1/2023, di mana pemohon meminta agar
batas usia minimum 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden
tidak diberlakukan bagi mereka yang pernah menjabat sebagai kepala
daerah. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi yang menunjukkan
ketidakkonsistenan akhirnya mengabulkan permintaan tersebut, sehingga
memicu pertanyaan publik mengenai konsistensi MK dalam menjalankan

perannya sebagai penjaga konstitusi.**

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut,
maka Penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam
tulisan dengan judul: Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam

Mengubah Norma Hukum Undang Undang Melalui Judicial Review.

1 1bid.



B. Rumusan Masalah

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk merubah norma
hukum dalam putusan judicial review terhadap Undang - Undang
?

2. Bagaimana hak dan wewenang Mahkamah Konstitusi dalam
memberikan putusan atas permohonan judicial review pada suatu
Undang-undang ?

C. Ruang Lingkup

Penelitian ini difokuskan pada peran Mahkamah Konstitusi
dalam melakukan judicial review dan bagaimana lembaga tersebut
berkontribusi dalam mengubah norma hukum yang terdapat dalam
undang-undang tanpa harus mengubah teks undang-undang secara
langsung. Fokus penelitian ini terbatas pada analisis yuridis
kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji dan menafsirkan
undang-undang terhadap konstitusi, serta dampak yang dihasilkan dari
perubahan norma hukum melalui judicial review. Penelitian ini akan
mempelajari sejumlah kasus yang melibatkan judicial review oleh

Mahkamah Konstitusi untuk memahami pengaruh keputusannya

terhadap norma hukum yang ada di Indonesia.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Untuk menganalisis hak dan kewenangan Mahkamah
Konstitusi dalam melakukan judicial review atas undang-
undang.

Untuk mengeksplorasi sejauh mana Mahkamah Konstitusi
dapat mengubah norma hukum melalui putusan judicial
review.

Untuk memahami implikasi putusan judicial review terhadap

penerapan norma hukum dan kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis: Menambah wawasan dan kajian ilmiah
terkait peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum
Indonesia, khususnya mengenai judicial review sebagai
instrumen pengubah norma hukum.

Manfaat Praktis: Memberikan pemahaman bagi praktisi
hukum dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya judicial
review sebagai alat penjamin konstitusionalitas undang-undang.
Manfaat Sosial: Memberikan informasi bagi masyarakat
umum tentang bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi

dapat mempengaruhi penerapan hukum di Indonesia.
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E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian memuat topik

pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Beberapa

istilah yang perlu dijelaskan dalam uraian ini adalah sebagai berikut

1.

Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang dimiliki oleh pejabat
atau lembaga pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum publik,
seperti membuat keputusan, menetapkan peraturan, atau melakukan
tindakan administratif lainnya. Kewenangan ini diperoleh dari
peraturan perundang-undangan dan menjadi dasar legal bagi setiap
tindakan pemerintah.*?
Mahkamah konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang
memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
(UUD 1945), memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, serta memutus
pembubaran partai politik dan sengketa hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi bertugas untuk memastikan bahwa peraturan

"2 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusa Media, 2020)
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perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak bertentangan
dengan konstitusi, yaitu UUD 1945.%
3. Norma

Norma adalah kaidah atau aturan yang mengatur perilaku
manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang bertujuan untuk
menciptakan Kketeraturan, kedamaian, dan keadilan. Norma dapat
berasal dari berbagai sumber, seperti norma agama, norma
kesusilaan, norma hukum, dan norma kesopanan. Setiap jenis
norma memiliki sanksi tertentu yang berlaku jika dilanggar.
Dalam konteks hukum, norma hukum merujuk pada aturan yang
tercantum dalam perundang-undangan dan diterapkan oleh
lembaga negara untuk mengatur tingkah laku masyarakat.*

4. Hukum

Hukum adalah sekumpulan aturan atau norma yang mengatur
perilaku manusia dalam masyarakat dan ditetapkan oleh negara
untuk menjaga Kketertiban, keadilan, serta kepastian hukum.
Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara
individu dengan negara, maupun antar negara, dengan tujuan
untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan sosial. Hukum
mencakup berbagai cabang, seperti hukum pidana, hukum perdata,

hukum administrasi, dan hukum internasional, serta dilaksanakan

3 Muhammad, A. R. (2020). Hukum Konstitusi Indonesia (Edisi Revisi). Jakarta:
Rajawali Pers.

¥ salim, H. (2021). Teori Hukum: Struktur, Fungsi, dan Penerapannya. Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
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melalui  lembaga-lembaga negara yang berwenang, seperti
pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian.™
5. Undang — undang
Undang-Undang adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh
badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) dengan persetujuan
presiden untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.
Undang-undang berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengatur
berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hak dan
kewajiban warga negara hingga pengaturan organisasi negara dan
hubungan antar negara. Undang-undang memiliki kedudukan yang
lebih  tinggi dibandingkan peraturan perundang-undangan di
bawahnya, seperti peraturan pemerintah atau peraturan daerah.'®
6. Judicial Review
Menurut pasal 24C UUD 1945 yang berbunyi “Mahkamah
Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memutus
sengketa kewenangan lembaga negara Yyang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik, dan memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan
umum’. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah

Konstitusi untuk melakukan judicial review terhadap undang-

> Subekti, R. & Rachmat, S. (2023). Pengantar llmu Hukum (Edisi Revisi). Jakarta:
Kencana.

18 Sudarsono, A. (2022). Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Edisi Revisi).
Jakarta: Prenadamedia Group.
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untuk memastikan apakah

peraturan tersebut sesuai dengan UUD 1945 atau tidak'’

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

dijadikan acuan pada penelitian

Setelah menalaah berbagai

penelitian  sebelumnya dapat

ini, walaupun terdapat kesamaan

dalam topik pembahasan tapi memiliki perbedaan yang signifikan

dengan peneliti

terdahulu.

Berikut

ini adalah contoh penelitian

terdahulu yang menjadi acuan dan bahan referensi :

konstitusi nomor
46/puu-xiv/2016)

No | Nama Peneliti | Judul Peneliti Pembahasan
Mahkamah Konstitusi memiliki
tugas untuk menguji undang-
undang agar sesuai dengan
konstitusi. Dalam proses ini,
Mahkamah Konstitusi

Kewenangan bertindak sebagai legislator

mahkamah negatif, yaitu membatalkan

konstitusi atau memperkuat norma-norma

republik hukum yang ada. Selain itu,

indonesia dalam | Mahkamah  Konstitusi  juga

pembentukan dapat menetapkan  norma-

Elisabet, norma baru | norma baru, terutama dalam
1 Cut (suatu kajian | kasus-kasus hak asasi manusia
Memi terhadap putusan | yang  mendesak.  Namun,
mahkamah kewenangan Mahkamah

konstitusi nomor | Konstitusi untuk menciptakan
21/puu-xii/2014 | norma  hukum ini  masih

jo putusan | diperdebatkan karena tidak

mahkamah memiliki dasar hukum yang

jelas. Keputusan-keputusan
Mahkamah Konstitusi dapat
menciptakan norma baru, tetapi
hanya jika tidak melibatkan
sanksi pidana. Semua putusan
Mahkamah  Konstitusi  juga

harus  disampaikan  kepada

7 pasal 24C UUD 1945 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi
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badan legislatif untuk

ditindaklanjuti

Rivaldo
Vicenzo,
Tundjung

H. Sitabuana

Kedudukan
peranan
mahkamah
konstitusi
sistem
kenegaraan

dan

dalam

Mahkamah Konstitusi dibentuk
untuk  menjamin  kepastian
hukum dan keadilan di bidang
konstitusi, berdasarkan UU No.
24 Tahun 2003 yang terakhir
diubah dengan UU No. 7
Tahun 2020. Sebagai lembaga

kekuasaan kehakiman,
Mahkamah Konstitusi
berwenang menguji dan
menafsirkan peraturan

perundang-undangan. Menurut
Pasal 1 ayat (1) UU Mahkamah
Konstitusi, lembaga ini
merupakan bagian dari
kekuasaan kehakiman yang
mandiri dan bebas, dengan
tugas utama  menegakkan
hukum dan keadilan.
Mahkamah  Konstitusi  juga
menerima  permohonan  dari
warga negara, Sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 ayat (3),
yang diajukan secara tertulis.

S Sulistyowati,
Dewi  Nadya
Maharani,

Gusti Bintang
Mabharaja,
Hanifa

Manoppo

Putri

Refleksi putusan
mahkamah
konstitusi

pada pemilihan
presiden  tahun
2024

terhadap politik
dan  demokrasi
indonesia

Pemilu Umum 2024 di
Indonesia  bertujuan  untuk
memilih Presiden dan Wakil
Presiden Republik Indonesia.

Penelitian ini  menganalisis
kontroversi  yang ~ muncul
terkait  pencalonan  Gibran
sebagai wakil presiden
Prabowo, karena Gibran tidak
memenuhi  persyaratan usia

minimal 40 tahun. Meskipun
Mahkamah Konstitusi telah
mengeluarkan Putusan Nomor

90/PUU-XXI1/2023, yang
mengesahkan pencalonannya,
keputusan  tersebut  masih

menimbulkan perdebatan dan
dianggap bertentangan dengan
aturan yang ada. Penelitian ini
menggunakan pendekatan
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yuridis normatif untuk
mengeksplorasi norma hukum
terkait keputusan tersebut, yang
terus memicu  perdebatan.
Keputusan ini juga berdampak
pada politik Indonesia, dengan
munculnya pemerintahan baru,
sementara masyarakat masih
terbagi antara yang pro dan
kontra.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang diperolen melalui studi
literatur terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah,
serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Data-data
tersebut akan dianalisis secara  deskriptif-kualitatif  untuk
memberikan gambaran menyeluruh mengenai peran Mahkamah
Konstitusi dalam mengubah norma hukum melalui judicial review.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data
sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan
yang memberikan penjelasan mengenai penelitian yang di ambil
meliputi buku, jurnal, artikel, dan dari sumber tulisan lainnya yang

berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh data yang akurat
dan maka pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan cara: Dokumentasi Yang dimaksud dengan studi
dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan
catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan
masalah yang menjadi obyek penelitian. Jadi Teknik ini yaitu teknik
untuk mendapatkan data penelitian dengan mengkaji, mengkaji, dan
menafsirkan yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang
sifatnya sebagai pendukung dalam penelitian yang dilakukan. Dalam
hal ini penulis menggunakan dokumentasi foto dan hasil wawancara
yang didapat dari tempat penelitian Untuk dapat memperoleh data
dalam penelitian ini penulis mengunakan teknik pengumpulan data
sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan data
sekunder dengan cara mempelajari dan meneliti literatur-
literatur yang berhubungan dengan judul.

b. Melalui media internet baik berupa dari website resmi
pemerintah, jurnal daring, maupun hasil penelitian berupa
skripsi, tesis, disertasi yang telah dipublikasikan secara daring.

4. Analisis Data
Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan,

diklarifikasi, baru kemudian dianalisis secara kualitatif artinya
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mengurai data secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur,
sistematis, logis dan efektif sehingga dengan memudahkan untuk
interprestasi data dan pemahaman hasil. Selanjutnya hasil dari sumber
bahan hukum tersebut dikontruksikan dalam bentuk kesimpulan.
H. Sistematika Penelitian

1. Bab I: Pendahuluan
- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Tujuan dan Manfaat Penelitian
- Ruang Lingkup

2. Bab Il: Kajian Pustaka
- Konsep Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review
- Peran Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum Indonesia
- Teori Konstitusi dan Interpretasi Hukum

3. Bab Il : Pembahasan

4. Bab IV: Penutup
- Kesimpulan

- Saran
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